
 
 

 

 

 
WALIKOTA TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
 

NOMOR 15.A2TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL 

NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA 
KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM 

TAHUN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TEGAL, 

 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan 
penambahan jenis kegiatan pada Standarisasi Indeks 
Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan 

Honorarium Tahun 2017, perlu mengubah Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, 
Pengadaan dan Honorarium Tahun 2017; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal 

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya 
Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 

Tahun 2017; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan 

Djawa Barat; 

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 

Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor  551); 

    
   4. Undang-Undang . . . 
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  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor  58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 

Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4713); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

  11.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

   12. Peraturan . . . 
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  12.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 

Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

  13.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

  18.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 

  19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  20.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017; 

  21.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, 
Pengadaan dan Honorarium Tahun 2017 (Berita Daerah 

Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 15); 
    

   MEMUTUSKAN . . . 
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MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2016 

TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, 
PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2017. 

 

 
Pasal  I 

 
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan 

Honorarium Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 
15)diubah sebagaiberikut : 

1. Ketentuan Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf B Satuan Biaya 
Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota 

DPRD, PNS serta Non PNS kolom Keterangan halaman 4 diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

2. Ketentuan Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf B Satuan Biaya 
Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota 

DPRD, PNS serta Non PNS kolom Perincian Kegiatannomor 3 Diklat 
halaman 5 sampai dengan halaman 6 dihapus. 

3. Ketentuan Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf E Biaya 
Pendidikan nomor 4 Biaya Penyelenggaraan Kursus/Penataran halaman 

24 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

4. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf A Alat Tulis, 
ditambahkan 2 nomor yaitu nomor 126 dan nomor 127 halaman 78 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

5. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf D Blanko/ 
Formulir/Cetakan ditambahkan 2 nomor yaitu nomor 58 dan nomor 59 
halaman 96 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

6. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf F Perlengkapan 
Kantor dan lain lain nomor 69 halaman 134 diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

7. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf F Perlengkapan 

Kantor dan lain lain ditambahkan 3 nomor yaitunomor 213,nomor 214 dan 
nomor 215 halaman 149 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

8. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf H Pakaian 
Dinas nomor 12, nomor 13, nomor 19, nomor 20 dan nomor 22 halaman 
201 sampai dengan 205 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

9.Ketentuan ... 
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9. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf H Pakaian 

Dinas ditambahkan 2nomor yaitu nomor 27 Perlengkapan Pemadam 
Kebakaran dan nomor 28 Bingkisan Tamu Pemerintah Kota Tegal halaman 

206 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

10. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf J Penghijauan 
Pantai/Peralatan Pertanian/Benih/Bibit/Pupuk Pestisida nomor 38 Bibit 
Tanaman halaman 257diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

11. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf M Bahan 

Bangunan/Material halaman 325 diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini 

12. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf N Upah 
halaman 362 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

13. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf P Peralatan 

dan Jenis Tanaman, Taman serta Lampu Penerangan nomor 3,nomor 
4,nomor 6,nomor12,nomor16  dan nomor19 halaman 366 sampai dengan 
halaman 367 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

14. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf P Peralatan 
dan Jenis Tanaman, Taman serta Lampu Penerangan ditambahkan 1 
nomor yaitu nomor 199 halaman 379 sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

15. Ketentuan Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan ditambahkan satu 
huruf yaitu huruf Z Pengadaan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
halaman 413 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

16. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf AAnggaranPerincian 
Pekerjaan Pengelola Anggaranhuruf a Sekretariat/Badan/ 

Dinas/Kantor/Kec. halaman 414sampai dengan halaman 415 diubah 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

17. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf B Kegiatan Yang 
Dilaksanakan Dalam Bentuk Panitia/Tim point B Kegiatan Khusus nomor 

1 Tim Baperjakat dan nomor 2 Tim Penyusunan APBD, Laporan Keuangan, 
Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Semesteran halaman 

430 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

18.Ketentuan.. . 
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18. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf B Kegiatan Yang 
Dilaksanakan Dalam Bentuk Panitia/Tim point B Kegiatan Khusus nomor 
11 Pelatihan dan Kejadian Kebakaran nomor III halaman 440 diubah 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

19. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf D Kegiatan Yang 

Dilaksanakan Dalam Bentuk Regu/Piket/Patroli (Kegiatan Khusus yang 
sifatnya untuk mendukung Trantibum dan Penegakan Perda) ditambahkan 

2 nomor yaitu nomor 5 dan nomor 6 halaman 445 sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

20. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G Pekerjaan-
Pekerjaan Khusus nomor 1,nomor 2 dan nomor 16 halaman 449 dan 

halaman 453 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini 

21. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G Pekerjaan-
Pekerjaan Khusus Nomor 20 Honor Jasa Kebersihan/Cleaning Service/ 
Tenaga Kasar/Operator Sound System/Petugas Pengemudi/Tenaga 

Pengamanan/Operator Laboratorium/Kader Kesehatan/Petugas Rawat 
Inap Puskesmas halaman 454 diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

22. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G Pekerjaan-

Pekerjaan Khusus nomor 29 halaman 455 diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

23. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G Pekerjaan-
Pekerjaan Khusus nomor 65 halaman 469 diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

24. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf G Pekerjaan-

Pekerjaan Khusus ditambahkan 1 nomor yaitu nomor 113 Jasa 
Pembuatan Maket halaman 487 sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

25. Ketentuan Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf HHonorarium Tim/ 

Tenaga Ahli Jasa Konsultan/Staf Pendukung Teknis Kegiatan halaman 
489 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II... 

 

 
 



-7- 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 
 

 
Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal  1 Agustus 2017 

 
WALIKOTA TEGAL, 

 
ttd 

 
SITI MASITHA SOEPARNO 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

BUDIO PRADIBTO, S.H. 

Penata Tingkat I 

NIP 19700705 199003 1 003 

 

Diundangkan di Tegal 

pada tanggal  1 Agustus 2017  

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, 

 
ttd 

 

 
DYAH KEMALA SINTHA 

 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 15.A 


